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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan Hukuman bagi kejahatan pemalsuan surat kelahiran 

dilihat dari contoh kasus berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dijatuhi hukuman dibawah 1 (satu) tahun.  Selain 

KUHP yang mengaturnya terdapat juga aturan khusus mengenai 

administrasi kependudukan yaitu Pasal 93 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan yang pada mengatur mengenai tindak pemalsuan 

akta kelahiran.    Dilihat dari isi pasal mengenai tindak pemalsuan 

akta kelahiran pada Undang-Undang tentang Administrasi 

Kependudukan selain hukuman pidana terdapat juga hukuman 

denda sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tindak pelakunya hanya dikenakan pidana saja.  

2. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yaitu 

dengan :  

a. Tindakan Preventif dengan cara Pengaman pada kertas akta 

kelahiran agar sulit untuk dipalsukan sesuai dengan Putusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang 

Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu 

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan 

Kutipan Akta Catatan Sipil, sosialisasi pada masyarakat 
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mengenai proses pembuatan akta kelahiran dan perbaikan 

sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

b. Tindakan represif dengan cara upaya penegakan hukum yang 

adil sesuai dengan tindakan pemalsuan akta kelahiran yang 

dilakukan. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta 

kelahiran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

B. Saran 

1. Dalam tindak kejahatan pemalsuan akta kelahiran peraturan 

yang lebih khusus tidak digunakan dalam menghukum tindak 

kejahatan. Tindak kejahatan pemalsuan akta kelahiran dalam 

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain 

hukuman pidana terdapat juga hukuman denda yang diharapkan 

dapat membuat efek jera para pelaku kejahatan tersebut. 

2. Sosialisasi mengenai akta kelahiran dan memperbaiki sistem 

administrasi dan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil masih perlu ditingkatkan dan terus menerus 

dilakukan sehingga diharapkan peluang untuk tindak kejahatan 

pemalsuan akta kelahiran dapat dikurangi. 
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